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Prasetya, Tata. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Akta 
Autenthik Atau Surat Yang Dipalsulkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 
1/Pid.B/2019/PN.Tgl).. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Tindak pidana pemalsuan surat atau dengan sengaja menggunakan akta 
autenthik yang dipalsulkan seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya 
merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat 
dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi 
yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan. 
Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 
tindak pidana menggunakan akta autenthik atau surat yang dipalsukan pada putusan 
No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl, (2) untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim 
dalam menjatuhkan putusan pada kasus putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan 
pendekatan penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan judicial case study. 
Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 
metode pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana 
menggunakan akta autenthik atau surat yang dipalsukan pada putusan No. 
1/Pid.B/2019/PN.Tgl didasarkan pada ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP. Penerapan 
pasal tersebut tetap memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Pasal 183 KUHAP, dan 
Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, 2) 
Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus No. 
1/Pid.B/2019/PN.Tgl menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non 
yuridis. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dengan menganut system Negatif Wettelijik. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Prasetya, Tata. Juridical Review of Crimes Using Authenic Deed Or Falsified Letters 
(Case Study of Decision Number: 1/Pid.B/2019/PN.Tgl). Skripsi. Tegal: Law Faculty 
Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
 
The falsification of a letter or intentionally using an authenticated deed as if 
the content is in accordance with what actually constitutes a form of crime that is 
pretty much committed by the public with or without an instrument. Especially in 
today's modern era, increasingly rapid technological advances that can support the 
perpetrators of crime. 
This study aims: (1) to determine the application of the law to criminal 
offenses using authentic certificates or falsified letters in decision No. 
1/Pid.B/2019/PN.Tgl, (2) to find out the legal considerations of the judge in passing 
the verdict on the case of decision No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. The type of research 
used is library research with an empirical normative legal research approach with a 
judicial case study approach. The main data source used in this research is secondary 
data with the method of collecting literature and document study data. Data analysis 
method used is a qualitative method that is analyzed normatively qualitatively. 
The results of this study indicate: 1) Application of the law to criminal offenses using 
authentic certificates or falsified letters in decision No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. is based 
on the provisions of Article 266 paragraph (2) of the Criminal Code. The application 
of this article still considers Article 185 paragraph (6) of the Criminal Code, Article 
183 of the Criminal Procedure Code, and Article 6 paragraph 2 of the Judicial Power 
Law Number 48 of 2009, 2) Legal considerations of judges in issuing decisions in 
case No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl uses juridical considerations and non-juridical 
considerations. Judge's considerations are in accordance with the provisions of the 
Articles of the Criminal Law Act by adopting the Wettelijik Negative system. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all those who need it in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pesatnya perkembangan zaman membuat masyarakat Indonesia terbiasa 
dengan gaya hidup yang serba praktis. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi tidak bisa dipungkiri membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi 
rakyat. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan tonggak kuat untuk 
mengentaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan dan 
menuntaskan segala permasalahan bangsa yang selama ini terjadi. Akan tetapi 
dengan kemajuan itu sendiri, perkembangan tindak pidana pun tidak dapat 
dihindarkan dengan berbagai perbuatan yang memanfaatkan teknologi.  
Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup seseorang menjadikan cenderung 
melakukan segala hal agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak 
jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku 
hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dapat 
dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya 
pada aspek ekonomi sehingga modus pelaku tindak kejahatan yang dapat 
merugikan orang lain. 
Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana 
terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal 
tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau 
penyelewengan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
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aturan hukum larangan mana disertai ancaman sangsi yang berupa pidana tertentu, 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.1 Semua bentuk tindak pidana 
tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam 
peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pelanggaran dengan berbagai alasan 
tetaplah bentuk tindak pelanggaran, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, 
dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah 
ataupun menengah ke atas.  
Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 
(3), bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Untuk 
mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya-upaya terencana dan teratur dalam 
pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum sebagai upaya untuk 
menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, yang diarahkan untuk memungkinkan kesadaran hukum, menjamin 
penegakkan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum 
nasional. 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap 
penyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk 
menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk 
kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan 
sosial  yang  mengacu  pada  tujuan  yang  lebih luas. Dari berbagai macam tindak  
                                                  
1 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
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pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, 
bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai 
macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya 
intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan 
pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system 
ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari 
luar seoalaholah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya.2 
Sistem hukum pidana Indonesia mengenal banyak sekali bentuk tindak 
pidana pemalsuan antara lain pemalsuan uang, sumpah palsu, pemalsuan merk dan 
materai, dan pemalsuan surat. Tindak pidana yang sangat menarik saat ini akan 
diteliti adalah pemalsuan surat penting atau dokumen dan atau dapat dikategorikan 
pemalsuan tanda tangan saat ini telah berkembang dengan pesat. Dewasa ini 
banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan 
perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitas dari 
kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.  
Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah 
satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum 
pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam 
BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkam bahwa yang termasuk 
pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan 
surat  yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak  
                                                  
2 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 3. 
  
4 
pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat 
surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik 
dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 
suatu akta otentik). 
Perbuatan membuat surat penting atau dokumen merupakan perbuatan 
membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau 
seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan 
surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan 
apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, 
mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat 
semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. 
Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 
kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi empat 
macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang 
menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan 
surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara 
itu perbuatan yang dilarang terhadap dua macam surat tersebut adalah perbuatan 
membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) dan memalsukan (vervalsen). 
Tindak pidana pemalsuan surat atau dengan sengaja menggunakan akta 
autenthik yang dipalsulkan seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya 
merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat 
dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan 
teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga 
lebih mudah untuk melakukan pemalsuan akta autenthik atau surat, salah satunya 
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dengan menggunakan alat pemindai atau scanner. Pemalsuan surat saat ini marak 
terjadi, dikarenakan adanya perkembangan teknologi tersebut, padahal akta 
autenthik atau surat itu sendiri merupakan cara sederhana untuk suatu pengesahan 
adanya perjanjian dan atau bentuk jadinya atau disetujuinya proses perjanjian dan 
sebagainya. 
Tindak pidana pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan yang 
masih kurang dipahami oleh masyarakat termasuk di dalamnya para aparat 
penegak hukum, terutama tentang akibat yang ditimbulkannya. Masyarakat yang 
kurang paham akan hal itu terkadang menganggap bahwa memalsukan akta 
autenthik atau surat merupakan salah satu cara yang efektif disaat mereka terdesak 
oleh waktu sedangkan mereka sangat membutuhkan akta autenthik atau surat 
tersebut. Alasan pemaaf karena terdesak oleh waktu seharusnya tidak boleh 
dilakukan karena tindakan pemalsuan surat merupakan suatu bentuk kejahatan 
yang bertentangan dengan kepentingan hukum, yang dapat merugikan individu 
atau orang lain, masyarakat dan negara, sehingga dapat diancam dengan hukuman 
pidana penjara. 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap 
peyelesain problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk 
menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka dalam 
penelitian hukum ini penulis menyusun penulisan hukum dengan judul 
”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN 
AKTA AUTENTHIK ATAU SURAT YANG DIPALSULKAN (Studi Kasus 
Putusan Nomor: 1/Pid.B/2019/PN.Tgl).” 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan atas uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan akta 
autenthik atau surat yang dipalsukan pada putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl? 
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
kasus putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl? 
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan akta 
autenthik atau surat yang dipalsukan pada putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
2. Mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada 
kasus putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
D. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Secara teoritis 
Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum dalam penerapan 
hukum terhadap pemalsuan surat atau akta autenthik dan menambah literatur 
hukum pidana serta dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan 




2. Secara praktis  
a. Bagi Penegak Hukum, sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan 
teoritis dan bagi apparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam penanganan 
perkara tindak pidana pemalsuan surat.  
b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui sanksi dan hukuman tindak pidana 
pemalsuan surat penting atau dokumen sehingga diharapkan dapat 
mencegah atau meminimalisir tindak pidana tersebut dan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat untuk melindungi data pribadi agar tidak 
mudah dipalsukan orang yang tidak bertanggung jawab. 
c. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapatkan di perkuliahan pada 
kenyataan di lapangan dan menambah pengetahuan tentang hukum pidana 
khususnya pada kasus pemalsuan surat penting atau dokumen.  
 
E. Tinjauan Pustaka 
Patta, Andi Irmayanti (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pemalsuan Surat Keterangan Kewarisan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Nomor: 114/Pid.B/2016/PN.SGM), Undergraduate (S1) thesis, 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pokok masalah penelitian ini adalah 
bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemalsuan surat keterangan kewarisan 
sehingga penelitian ini mengkaji bagaimana aturan hukum tentang pemalsuan 
surat dan bagaimana penerapan hukum pada kasus pemalsuan surat keterangan 
kewarisan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 
114/Pid.B/2016/PN.SGM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
  
8 
lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi 
normatif. Sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data 
sekunder berupa studi kepustakaan dan dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang diolah dan 
dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Aturan mengenai 
kejahatan pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP Pasal 263 sampai 
Pasal 276 yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap 
pemalsuan surat biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. 
Dalam Hukum Islam tindak pidana pemalsuan surat merupakan perbuatan dusta 
yang sanksinya berupa sanksi takzir berbentuk hukuman jilid. 2) Penerapan 
hukum dalam perkara pemalsuan surat keterangan kewarisan dengan nomor 
putusan 114/Pid.B/2016/PN.SGM yakni dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 
55 ayat (1) Ke-1 KUHP sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh 
para terdakwa memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Implikasi 
dari penelitian ini adalah: 1) Dalam hal pembuatan surat keterangan kewarisan 
hendaknya memperhatikan akibat hukum yang timbul jika surat tersebut 
mengandung ketidakbenaran. 2) Diharapkan kepada Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan pidana dapat memperhatikan tujuan pemidanaan sehingga 
masyarakat akan menyadari dan mengetahui bahwa melakukan tindak pidana 
seperti tindak pidana pemalsuan surat keterangan kewarisan akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 
Romadhon, Anjasmara Gilang (2018) Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku 
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Putusan 
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Nomor 24/Pid.B/2014/PN Skh). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan 
pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana 
terhadap tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor pada Putusan 
Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 24/Pid.B/2014/PN.Skh. Metode Penelitian 
yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif, yaitu mengkaji 
kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat 
dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum tentang kecukupan 
kaidah-kaidah hukum dengan memakai bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
primer. Serta dengan melakukan metode pendekatan kasus (case approach) untuk 
meneliti masalah yang terjadi. 
Hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
hukum pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap pelaku pemalsuan surat kendaraan bermotor pada putusan perkara 
nomor:24/Pid.B/2014/PN.Skh sudah sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah 
hukum yang berlaku. Dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana 
pemalsuan surat sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum 
terhadap terdakwa. Serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum 
yang terungkap dalam persidangan baik dari pertimbangan aspek yuridis maupun 
aspek non yuridis.  
Dewi, Made Aprina Wulantika & Martana, Nyoman A. (2015) Tinjauan 
Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah, Jurnal Kertha Wicara, Journal 
Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015. Melalui tulisan ini, peneliti berupaya 
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untuk mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah dan 
pertanggungjawaban serta sanksi pidana pemalsuan ijazah yang diatur dalam 
KUHP dan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional.  
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan yang dapat penulis tarik adalah 
tindak pidana pemalsuan ijazah dikatagorikan ke dalam Pasal 263 KUHP yaitu 
tentang pemalsuan surat, dimana pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam 
rumusan pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara tersurat akan tetapi pemalsuan 
ijazah diatur secara khusus dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang 
mengakibatkan berlakunya asas lex specialis derogat legi generalis atau peraturan 
yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum. Pertanggungjawaban 
pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional mengenai pemalsuan ijazah adalah bagi orang yang membuat 
atau membantu memberikan dan orang yang menggunakan ijazah palsu tersebut.  
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). 
Penelitian kepustakaan adalah penelitian melalui studi kepustakaan (library 
research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan 
melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis.3 Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah dokumen-
dokumen hukum atau menggunakan data sekunder.  
                                                  
3 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 21. 
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2. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif 
empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah judicial case study di 
mana penelitian ini dilakukan terhadap konflik hukum yang diselesaikan melalui 
pengadilan terkait dengan penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan 
akta autenthik atau surat yang dipalsukan di Pengadilan Negeri Tegal yaitu pada 
kasus Nomor: 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, 
dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah 
yang diteliti.4  
Penelitian hukum terapan atau normatif-empiris merupakan penelitian 
hukum tentang pemberlakuan ketentuan hukum positif secara in action pada setiap 
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan 
mengkaji tentang tindak pidana menggunakan akta autenthik atau surat yang 
dipalsukan.  
3. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik 
lisan maupun tulisan. Sumber data bersumber pada buku-buku literatur, dokumen, 
                                                  
4 Soekanto, Soerjono, Ibid., hlm. 52. 
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peraturan perundang-undangan dan arsip penelitian terdahulu yang berkaitan 
dengan obyek atau materi penelitian.5 Sumber data penelitian ini yaitu Putusan 
Pengadilan Negeri Tegal Nomor: No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
Jenis bahan penelitian ini, terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder, dan non hukum. Maka sumber dan jenis bahan penelitian 
yang digunakan dalam bahan penelitian ini, meliputi: 
a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 
mempunyai otoritas. 
b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan 
merupakan dokumen resmi, seperti dokumen pengadilan dan buku tentang 
penelitian hukum. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
content analysis.6 Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau 
bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan 
mempelajari buku-uku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal 
penelitian, makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang 
penelitian. 
                                                  
5 Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2007, hlm. 99. 
6 Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 
  
13 
5. Metode Analisis Data 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan 
pokok permasalahan. Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan 
menentukan dalam setiap penelitian.  
Tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah 
diperoleh. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk 
mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan 
pekerjaan analisis dan konstruksi.7  
Analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan 
cara melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah 
hukum. Setelah dilakukan analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan 
dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas 
dasar pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.8  
G. Sistematika Penelitian  
Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis 
menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
 
                                                  
7 Ibid., hlm. 251-252. 
8 Ibid., hlm. 255. 
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Bab II  Tinjauan Konseptual, bab ini mengemukakan tinjauan umum tindak 
pidana, meliputi: pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, 
jenis-jenis tindak pidana; tinjauan umum pemalsuan surat atau akta 
autentik, meliputi: pengertian pemalsuan surat, unsur-unsur pemalsuan 
surat, dan pemidanaan.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan  
Dalam hal ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan akta autenthik 
atau surat yang dipalsukan pada putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl dan 
pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus 
putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl. 
Bab IV Penutup  
Terdiri atas kesimpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan 







A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana  
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah straftbaar feit dan dalam kepustakaan 
tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat 
undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 
merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu 
hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri 
tertentu pada peristiwa hukum pidana. 
Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaar feit terdiri dari tiga 
kata yaitu: straf, baar dan feit. Yang masing masing memiliki arti: straf artinya 
pidana dan hukum, baar artinya dapat atau boleh, dan feit artinya tindak, 
peristiwa, delik, pelanggaran dan perbuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI) mengartikan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman 
karena merupak an pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.9 
Tindak pidana dapat dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam 
perundang-undangan kita dalam hampir seluruh perundan-undangan kita kita 
menggnakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat 
                                                  
9 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69. 
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diancam dengan sutu tindak pidana tertentu.10 Moeljatno menggunakan istilah 
perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.11 
Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan 
atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan 
dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 
bertanggung jawab.12 Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan 
dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan 
masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksanakannya tata 
dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.13 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 
dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 
memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai 
pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan 
hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah 
dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 
sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.14 
Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana 
adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  yang  dapat bertanggung  
                                                  
10 Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 25. 
11 Ibid., hlm. 17. 
12 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 89. 
13 Moeljanto, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54. 
14 Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan 
Pukap Indonesia, 2012, hlm. 18. 
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jawab yang mana perbuatan tersebut melangggar apa yang dilarang atau 
diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Tindak 
pidana merupakan dasar suatu kesalahan dalam suatu kejahatan. Adanya 
kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan 
harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (dolus) dan kealpaan 
(culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian 
kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut harus 
dipertanggungjawabkan, dan bilamana telah terbukti benar terjadi suatu tindak 
pidana maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal 
yang mengaturnya.  
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang 
di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal 
ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.15 Unsur-unsur yang 
terdapat di dalam suatu tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Unsur subyektif  
Unsur subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An 
act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit 
                                                  




reum nisi mens sit rea).16 Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan 
yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(negligence or schuld). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa 
“kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis) 
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. 
Kesengajaan terdiri atas 2 (dua) bentuk yakni: 
1) Tak berhati-hati 
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
b. Unsur obyektif 
Tindak pidana dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan 
(berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan de ngan hukum positif yang 
menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.17 
Unsur ini merupakan unsur di luar diri pelaku yang ada hubungannya dengan 
keadaan-keadaan dimana tindakantindakan si pelaku itu harus dilakukan yang 
terdiri dari: 
1) Perbuatan manusia, berupa: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif 
b) omission, yakni perbuatan pasif atau perrbuatan negatif yaitu perbuatan 
yang mendiamkan atau membiarkan. 
                                                  
16 Ibid., hlm. 9. 
17 Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Padnya Paramita, 2001, hlm. 326. 
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2) Akibat (result) perbuatan manusia 
3) Keadaan-keadaan (circumstances) 
4) Sifat dapat dihukum daan sifat melawan hukum.18 
Semua unsur tersebut merupakan satu kesaatuan. Salah satu unsur saja tidak 
terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan. Unsur-unsur tindak 
pidana menurut Satochid Kartanegara bahwa unsur delik terdiri atas unsur objektif 
dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, 
yaitu berupa: 1) Suatu tindakan; 2) Suatu akibat; dan 3) Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh UndangUndang. 
Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa: 
Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid) dan Kesalahan (schuld).19 Tindak pidana 
dilihat dari sudut obyektif adalah suatu tindakan (berbuat/lalai berbuat) yang 
bertentangan dengan hukum positif menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang 
dengan ancaman hukuman. Tindak pidana dilihat dari segi subyektif adalah bahwa 
akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapatkan 
diberatkan kepadanya.20 
Jadi setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang 
pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif 
dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang 
melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si pelaku, dan  
                                                  
18 Marpaung, Leden, Op Cit, hlm. 10. 
19 Ibid., hlm. 10. 
20  Apeldoorn, L.J. Van, Op Cit., hlm. 326-327. 
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termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana terdiri dari berbagi jenis yang antara yang satu dengan yang 
lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 
bagian I. Adami Chazawi, membedakan tindak pidana yaitu:  
a)  Kejahatan dan Pelanggaran 
b)  Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. 
c)  Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian. 
d)  Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif 
e)  Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus. 
f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 
g) Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang 
Hanya dapat Dilakukan Orang Tertentu. 
h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan 
i) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan. 
j) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi. 
k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai.21 
 
Penjelasan dari masing-masing jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut: 
a)  Kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan atau rechdelicten adalah perbuatan 
yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam 
pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah 
tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau westdelict ialah 
perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah 
perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang sebagai tindak pidana. 
                                                  
21  Chazawi, Adami. Op.Cit. hlm. 67-71 
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b)  Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak pidana formil 
adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari 
rumusan undang-undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak 
memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat 
peneyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. 
Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada 
menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat 
yang dilarang itulah yang harus mempertanggung jawabkan dan dipidana. 
c)  Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian. Tindak pidana sengaja 
atau doleus delicten adalah tindak pidana yang dalam rumusannnya dilakukan 
dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana 
kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana yang mengandung       
unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan 
tersebut. 
d)  Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif. Tindak pidana aktif (delicta 
commisionis) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, 
yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh 
yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (delicta omisionis) ada suatu kondisi 
tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat 
tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia 
telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak 




e)  Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus. Tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam 
waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan aflopende delicten. 
Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah 
meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu 
dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama. 
Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai 
voortdurende delicten. 
f) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. Pembedaan ini didasarkan 
pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukm pidana materiil. Sedangkan 
tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar 
kodifikasi tersebut.Misalnya UU No. 10 Th 1998 tentang tindak pidana 
perbankan 
g) Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang 
Hanya dapat Dilakukan Orang Tertentu. Delicta communia adalah tindak 
pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang 
dirumuskan dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu 
perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat 
umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan delicta 
comunia tersebut. Selain itu dala peraturan perundangan terdapat beberapa 
ketentuan yang hanya berlaku bagi masayarakat dengan kualitas tertentu, 
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dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, 
maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, 
misalnya pada pasal 342 tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri. 
h) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. Tindak pidana biasa adalah 
tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya 
tidak disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak, Tindak pidana 
aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak 
pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peritiwa tersebut 
disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh 
korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa 
tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk 
melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut. 
i) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan Diperingan. Tindak 
pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige delicten, dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu 
tindak pidana pada perundang-undangan. Tindak pidana pada bentuk yang 
diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk 
pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau 
pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang 
bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya. Yang 
biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan. 
j) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi. 
Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak 
pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita 
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mendasarkan pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka 
jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang 
sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana 
khusus sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak 
pidana di luar kodifikasi. 
k) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai. Tindak pidana tunggal 
atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan enkelvoudige delicten adalah 
tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang 
selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja. 
Sedangkan pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan dapat 
dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara 
berulang-ulang. Misalnya pada pasal 296 tentang kesengajaan seseorang untuk 
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya 
sebagai pencarian atau kebiasaan.  
B. Tinjauan Umum Pemalsuan Surat atau Akta Autenthik 
1. Pengertian Pemalsuan Surat  
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri 
sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat 
yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas 
beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan 




Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan 
maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun 
KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud 
dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, 
maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP 
menurut R. Soesilo sebagai berikut: 
Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu 
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi 
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh 
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu 
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun. 
 
Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat 
ialah sebagai berikut: 
a. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat 
andil, dan lain-lain) 
b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, 
perjankjian sewa, perjanjian jual beli) 
c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau 
surat semacam itu) 
d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau 
peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian 
kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain) 
Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis di atas 
kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat 
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tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Menurut 
Lamintang, mengemukakan bahwa surat adalah sehelai kertas atau lebih di 
gunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat 
berupa: Penyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, 
tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.22 
Hukum Nasional memberikan pengertian pemalsuan terhadap sesuatu 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP), karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan 
kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini yang 
membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan 
pidana.Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem 
ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu hal (objek) yang sesungguhnya 
bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu 
jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar: 
a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam 
kelompok kejahatan penipuan. 
b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.23 
Topo Santoso mengemukakan bahwa suatu perbuatan pemalsuan niat dapat 
dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana, 
sebagai berikut:  
                                                  
22  Lamintang, P.A.F., Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum 
terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9. 
23  Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Jakarta: 
Kencana, 2014, hlm. 173. 
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a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang 
tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu seolah-
olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya. 
b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan). 
c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang 
khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan 
mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada 
tulisan atau surat tersebut.24 
Adami Chazawi mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa 
kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu 
atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar 
adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.25 Pemalsuan 
surat sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan 
suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan 
keabsahannya.  
Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru 
atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk 
menipu,yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan 
memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh 
                                                  
24  Santoso, Topo, Kriminologi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 77. 
25  Chazawi, Adami (II), Kejahatan terhadap Pemalsuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2001, hlm. 3. 
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melalui pemalsuan. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh 
isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. 
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 
sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam 
kejahatan pemalsuan surat, yakni: 
a. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP); 
b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP); 
c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 
KUHP); 
d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP); 
 
e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP); 
f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);  
g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP); 
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan 
surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, 
rumusannya adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, 
atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama 6 bulan 
b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 





Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan 
pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur 
sebagai berikut:  
a. Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang 
asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat 
tersebut;  
b. Unsur-unsur objektif :  
1) Barang siapa;  
2) Membuat secara palsu atau memalsukan;  
3) Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu 
pembebasan utang atau;  
4) Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;  
5) Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.26 
Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, 
masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). Rumusan pada ayat ke-1 terdiri 
dari unsur-unsur: 
a. Unsur-unsur obyektif: 
1) Perbuatan:  
a) Membuat palsu; 
b) Memalsu; 
2) Obyeknya yakni surat:  
a) Yang dapat menimbulkan suatu hak; 
b) Yang menimbulkan suatu perikatan; 
c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak. 
b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.27 
 
Sedangkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur-unsur obyektif; 
1) Perbuatan memakai; 
2) Obyeknya: 
 
                                                  
26  Ibid, hlm. 7-8. 




a) surat palsu;  
b) surat yang dipalsukan  
3) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.28 
 
Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur 
obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara 
kedua istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya 
adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat 
sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan 
tidak ada surat asli yang dipalsukan. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” 
adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak 
berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi 
lain/berbeda dengan isi surat semula, berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah 
ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu 
tidak lagi sesuai aslinya.  
3. Pemalsuan dalam Surat-Surat  
KUHP berturut-turut memuat empat titel, semua tentang kejahatan 
terhadap kekuasaan umum, jadi jelaslah bahwa pemalsuan dalam surat-surat 
dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dalam keseluruhannya, 
yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat daripada bersifat mengenai 
kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan 
dengan pemalsuan surat ini.29 
 
                                                  
28 Ibid. hlm. 99. 
29 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: Refika 
Aditama, 2010, hlm. 187. 
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a. Membuat Surat Palsu (Valschelijk Opmaken). 
Hal ini terjadi misalnya apabila:  
1)  Seseorang A membuat surat seolah-olah berasal dari B dan 
menandatanganinya dengan meniru tanda tangan B;  
2) Seorang membuat surat dengan menandatanganinya sendiri tetapi isinya 
tidak benar (intellectueele valsheid);  
3) Seorang A mengisis kertas kosong yang ada tanda tangan dari B dengan 
tulisan yang tidak benar (blancoseing).30 
b. Pemalsuan Surat Berdasarkan KUHP Pasal 263  
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab 
XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang 
termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk 
didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUH.Pidana. 
s/d Pasal 276 KUHPidana.  
Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 
KUH. Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 
memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Adapun Pasal 263 
KUHPidana, berbunyi sebagai berikut:  
1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hu-tang atau yang 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat 
menim-bulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama enam tahun;  
                                                  
30 Ibid, hlm. 190. 
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2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat 
itu dapat menimbulkan kerugian.  
 
Sedangkan Pasal 264 KUH-Pidana berbunyi sebagai berikut:  
1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan 
tahun, jika dilakukan terhadap:  
a) Akta-akta otentik;  
b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya 
atau pun dari suatu lembaga umum;  
c) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu 
perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;  
d) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai 
pengganti surat-surat itu;  
e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.  
2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu 
dapat menimbulkan kerugian.  
 
Sedangkan Pasal 266, berbunyi sebagai berikut:  
1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, 
diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana 
penjara paling lama tujuh tahun;  
2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang 
dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu 
dapat menimbulkan kerugian.  
3) Barang siapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat 
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perutangan atau yang dapat 
membebaskkan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang 
sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 
memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena 
memalsukan surat, dipidana dengan dengan pidana penjara selama-
lamanya enam tahun.  
4) Dipidana dengan pidana penjara semacam itu juga, barang siapa dengan 
sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat 
itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat 




Penjelasan yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang 
membikin surat palsu atau memalsukan surat:  
1) Yang dapat menerbitka sesuatu hak;  
2) Yang dapat menerbitkan suatu perutangan;  
3) Yang dapat membebaskan dari pada utang;  
4) Yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.  
Selanjutnya ayat (2) mengancam hukuman kepada orang yang dengan 
sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli 
dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.  
1) Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya: surat izin mengemudi, 
ijazah, karcis tanda masuk, surat saham.  
2) Surat yang dapat menerbitkan suatu perutangan misalnya surat kuasa untuk 
dapat membuat utang.  
3) Surat yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal , misalnya : akte 
kelahiran, akte kematian, akte pendirian sesuatu usaha, dan lain 
sebagainya.  
4) “surat palsu“ dapat diartikan surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga 
isinya tidak pada mestinya (tidak benar)  
5)  “memalsukan surat“ berarti mengubah surat itu sedemikian rupa, sehingga 
isinya menjadi lain dari pada isi surat yang asli.  
6) “memalsukan tanda tangan yang berkuasa menanda tangani “ termasuk 
dalam pengertian “memalsukan surat“. Demikian pula menempelkan pas 
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foto orang lain dari pada yang berhak dalam ijazah sekolah, surat izin 
mengemudi, harus dapat dipandang sebagai suatu pemalsuan.  
7) “dapat mendatangkan kerugian“ tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu 
sudah ada, tetapi cukup dengan adanya “kemungkinan“ saja.  
8) Yang diartikan “kerugian“ tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga 
kerugian-kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan 
sebagainya. 
C. Pemidanaan  
Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 
strafrecht. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono 
Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan 
Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari Bahasa Belanda, dan untuk 
membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau 
privaatrecht dari Bahasa Belanda.31 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi 
terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict) maupun 
pelanggaran (wetsdelict). Pidana dan pemidanaan ialah suatu perasaan tidak enak 
(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah 
melanggar undang-undang hukum pidana. 
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Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. 
Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan 
bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat 
jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.32  
Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dari 
tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan 
secara alternatif pada pasal tindak pidana bersangkutan. Tidak dibenarkan 
penjatuhan pidana pokok yang tidak diancamkan pada pasal tindak pidana yang 
bersangkutan. Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan satu atau lebih 
pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b. Dikatakan dapat berarti 
penambahan pidana tersebut adalah fakultatif. Jadi pada dasarnya dalam sistem 
KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan 
pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) (pendidikan paksa) dan Pasal 40 
(pengembalian anak yang belum dewasa tersebut pada orang tuanya). 
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima belas tahun 
dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana 
penjara adalah satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Mengenai 
maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati menjadi 
satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana karena pengulangan, 
                                                                                                                                              
31 Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP, 2012, 
hlm. 2.  
32 Ibid, hlm. 95.  
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perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana 
kurungan adalah satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.33  
Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali 
disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh 
hakim. Menurut Adami Chazawi, teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 
golongan besar, yaitu: teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), 
teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori gabungan (vernegins 
theorien).34 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). 
Aliran ini yang menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal pada 
akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, 
Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka.  
Menurut Kant, bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan 
hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman 
mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak 
dijatuhkan. Menurut Stahl, mengemukakan bahwa hukum adalah suatu aturan 
yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan 
negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib 
memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran 
terhadap hukum wajib dibalas sampai setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. Lebih lanjut Hegel berpendapat hukum atau keadilan 
                                                  
33 Ibid, hlm. 97.  
34 Chazawi, Adami, Op Cit, hlm. 157. 
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merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang melakukan 
kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari 
kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu 
pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (synthese) atau mengembalikan 
suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these).35  
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila kejahatan tidak 
dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar 
kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut 
aethesthica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada 
penjahat pelakunya.36 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doen Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. 
Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib 
itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau 
dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. 
Menurut Adami, untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, 
maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu: bersifat menakut-nakuti 
(afschrikking); bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); dan bersifat 
membinasakan (onschadelijk maken). Sementara itu, sifat pencegahannya dari 
                                                  
35 Ilyas, Amir, Op Cit, hlm. 98.  
36 Ibid, hlm. 99.  
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teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu: Pencegahan umum (general preventie) dan 
pencegahan khusus (special preventie). 37 
3. Teori Gabungan (Vernegins Theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi 
dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua 
golongan besar, yaitu sebagai berikut: 1) Teori gabungan yang mengutamakan 
pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari hal-hal 
yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2) Menurut Schravendijk,38 teori gabungan yang mengutamakan perlindungan 
tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
a. Teori gabungan yang pertama. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 
ini didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain 
adalah pembalasan pada penjahat, tetapi bertujuan untuk mempertahankan 
tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin 
dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan 
apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat. 
Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan pertama ini 
ialah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah 
suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum 
                                                  
37 Chazawi, Adami, Op Cit, hlm. 162. 
38 Ibid, hlm. 166. 
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sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan 
pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika 
memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.39 
b. Teori gabungan yang kedua. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib 
hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. Menurut Simons, dasar 
primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya adalah 
pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum 
yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal 
ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, 
maka barulah diadakan pencegahan khusus, yang terletak dalam hal 
menakut-nakuti, memperbaiki dan membikin tidak berdayanya penjahat. 
Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai 
dengan atau berdasar atas hukum masyarakat. 
Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu ialah kesejahteraan 
umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, 
dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang 
melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat 
pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari 
pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada 
hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.40 
                                                  
39 Ibid, hlm. 167. 
40 Ibid, hlm. 167. 
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Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa 
daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan 
umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada 
penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang 
berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk 
menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana 
penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang 
tidak pernah, telah takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan 
apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat 
menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi. 
Dikatakan pula oleh Vos, bahwa umum anggota masyarakat 
memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena 
itu, dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya 
pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya 
pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat 
memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat 
berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib masyarakat.41 
Menurut Erdianto Effendi, tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda, 
yaitu:  
1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan 
si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak 
pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai 
                                                  
41 Ibid, hlm. 168. 
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2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan 
dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat 
manusia.42 
Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu 
pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya 
boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan 
dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana 
tambahan.  
1. Pidana pokok  
Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumusankan dalam Pasal 10 
KUHP adalah sebagai berikut:  
a. Pidana mati  
Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar 
dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-
perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. 
Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan 
di muka umum.43 
Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam 
Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan 
Umum  dan  Militer. Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964  
                                                  
42 Efendi, Erdianto, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 141. 
43 Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Rafika 
Aditama, 2003, hlm. 175. 
  
42 
ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang 
dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun 
peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.  
b. Pidana penjara  
Menurut P.A.F. Lamintang, menyatakan bahwa bentuk pidana 
penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan 
bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang 
tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang 
itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga 
pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi 
mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.44 
Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara 
otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, 
seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan 
umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.  
c. Pidana kurungan 
Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik 
yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran. Pidana 
kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan 
bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu 
tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan 
perampasan kemerdekaan seseorang.45 
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d. Pidana denda  
Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi 
pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku 
delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap 
terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana. Apabila terpidana tidak membayar uang 
denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani 
kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana 
kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.  
2. Pidana tambahan  
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok 
yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam 
hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan 
ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan 
kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana 
pokok. Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut: 
a. Pencabutan hak-hak tertentu  
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat 
dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:  
1)  Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;  
2)  Hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
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3)  Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
aturan-aturan umum;  
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;  
5)  Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri;  
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.  
b. Perampasan barang tertentu  
Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga 
halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan 
hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang 
diperoleh dengan kejahatn dan barang yang dipergunakan untuk 
melakukan kejahatan. Tidak diperkenankan merampas semua barang milik 
si terhukum. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu 
terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:  
(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau 
sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.  
(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan 
sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan 
perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-
undang.  
(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barangbarang yang 
telah disita.  
 
c. Pengumuman putusan hakim  
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang 
mengatur bahwa: Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan 
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berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 
maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu 
atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari 
kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini 
hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk 
pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal-pasal 128, 206, 361, 
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penelitian melalui data yang penulis peroleh secara langsung data sekunder berupa 
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A. Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Menggunakan Akta Autenthik 
atau Surat yang Dipalsukan pada Putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl 
Proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir atau vonis yang di 
dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa 
yang bersalah. Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah 
dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada 
tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan 
pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP), dari Pasal 263 sampai Pasal 276 yang dapat dibedakan 
menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yang diantaranya sebagai berikut:  
1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 
KUHP) 
Pasal 263 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat 
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau perbebasan hutang, atau 
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk 
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memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah 
isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara 
paling lama 6 tahun. 
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu 
dapat menimbulkan kerugian.”  
Pasal 263 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur mengenai pelarangan 
untuk membuat surat palsu dan memalsukan surat. Perbuatan memalsukan 
surat ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak 
dalam suatu surat atau tulisan, perubahan mana dapat mengenai tanda 
tangannya maupun mengenai isinya. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya 
merupakan sesuatu yang tidak benar ataupun sesuatu yang benar, perubahan isi 
yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat. Sedangkan pada 
Pasal 263 ayat 2 KUHP melarang perbuatan memakai surat palsu atau surat 
yang dipalsukan. 
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264) 
Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 
(1) Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) 
tahun, jika dilakukan terhadap:  
1. Akta-akta otentik;  
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya 
ataupun dari suatu lembaga umum; 
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu 
perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;  
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang 
diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang 
dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk diedarkan;  
(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan 
seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat 
menimbulkan kerugian.  
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Pasal tersebut di atas menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat 
terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu menjadi objek 
kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar 
akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang 
lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang 
lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang 
menyebabkan diperberatnya ancaman pidananya. Penyerangan terhadap 
kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang 
demikian yang dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang 
lebih besar pula.  
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266) 
Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:  
(1) Barangsiapa menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam sebuah akta 
otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh 
akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai 
akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika 
pemakaian itu menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai 
akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena 
pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian . 
Pada Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada Ayat 1 yang diancam 
hukuman ialah orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak dan suatu perutangan, yang dapat 
membebaskan dari pada utang, dan yang dapat menjadi bukti sesuatu hal, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu 
seolah-olah surat itu asli dan dapat dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu 
dapat mendatangkan kerugian. 
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Pada Ayat 2 yang diancam hukum ialah orang yang dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dapat dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268) 
a. Dokter Memberikan Surat Keterangan Sehat atau Penyakit Palsu (Pasal 
267) 
Pasal 267 merumuskan sebagai berikut: 
 (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan 
palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.  
(2) Jika keterangan diberikan dengan makksud untuk mem asukkan 
seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya disitu, 
dijatuhkan pidana paling lama delapan tahun enam bulan. 
(3) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran. 
b. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter untuk menyesatkan Penguasa Umum 
atau Penanggung (Pasal 268) 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan 
doktter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, 
dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang 
sama memakai surat keterangan yang tidak benar ata u yang dipalsu, 
solaholah surat itu benar dan tidak dipalsu..  
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271) 
a. Pemalsuan Surat Keterangan Kelakuan Baik dan lain-lain 
Pasal 268 merumuskan sebagai berikut: 
 (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda 
berlakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, 
dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
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surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan 
kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut 
dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. 
b. Pemalsuan surat jalan dan lain-lain 
Pasal 270 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan surat jalan atau 
surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat 
yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian 
izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, 
ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu 
atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, 
dengan maksud uuntuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 
surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya 
sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun delapan bulan.  
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat 
pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya 
sesuai dengan kebenaran. 
c. Pemalsuan surat bagi pengantar kerbau atau sapi ( Pasal 271) 
Pasal 271 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi 
kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu 
atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orangg lain memakai surat itu seolah-olah 
isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paliing 
lama dua tahun delapan bulan; 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sama, 
barangsiapa dengan sengaja memakai suratt yang palsu atau yang 
dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak 
dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. 
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274) 
Pasal 274 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa membuat surat atau memalsukan surat keterangan seorang 
pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak mmilik atau hal lainnya atas 
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sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau 
penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau 
kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud tersebut, 
memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak palsu. 
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275) 
Pasal 275 merumuskan sebagai berikut: 
(1) Barangsiapa yang menyimpan bahan attau benda yang diketahuinya bahwa 
diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 
264 No. 2-5 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan 
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. 
Sedangkan untuk Pasal 265, Pasal 272, Pasal 273 telah dicabut melalui Stb. 
1926 No. 359 jo. 429. Pasal 276 tidak memuat tentang rumusan kejahatan, 
melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkannya pidana tambahan berupa 
pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4 bagi kejahatan 
pemalsuan surat. Sturan hukum yang memuat mengenai kejahatan pemalsuan surat 
diatur pada Bab XII buku II KUHP pada Pasal 263, Pasal 264, Pasal Pasal 266, 
Pasal 267, Pasal 268, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271, Pasal 274, dan Pasal 275 
yang ancaman pidananya maksimal enam tahun penjara terhadap pemalsuan surat 
biasa dan maksimal delapan tahun terhadap surat-surat otentik. 
Kasus pemalsuan surat atau akta autenthik pada putusan No. 1/Pid.B/2019/ 
PN.Tgl, terdakwa Saedi, S.T bin Kasan, pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 
tanggal 20 April 2018 di PT Sinar Mas Multi Finance Cabang Tegal, di Komplek 
Ruko Nirmala Jl.Yos Sudarto No. 20 A Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota 
Tegal terdakwa dengan sengaja menggunakan akta autentik/surat yang dipalsukan 
itu seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, pemakaian surat itu 
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dapat mendatangkan kerugian. Akibat dari perbuatan terdakwa pihak PT. Sinar 
Mas Multi Finance Cabang Tegal megalami kerugian sebesar Rp.160.635.000,- 
(seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) 
KUHP. 
Selain dakwaan pertama teterbut di atas terdakwa juga didakwa secara 
bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. Imron Mursidi, SH dan 
Dudung (daftar pencarian orang), pada pada tanggal 27 Oktober 2018 dan tanggal 
20 April 2018 di PT Sinar Mas Multi Finance Cabang Tegal, di Komplek Ruko 
Nirmala Jl.Yos Sudarto No. 20 A Kel. Mintaragen Kec. Tegal Timur Kota Tegal 
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal 
yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai 
dengan sebenarnya, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Akibat dari 
perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Sinar Mas Multi Finance Cabang Tegal 
megalami kerugian sebesar Rp.160.635.000,- (seratus enam puluh juta enam ratus 
tiga puluh lima ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. 
Di persidangan didengarkan keterangan saksi-saksi, antara lain: saksi 
Rohani bin Sobri, saksi Hadi Pebruwarno bin Amat Sopan, saksi Hilda Risky 
Kumalasari binti Sutikno, saksi Asadul Umam bin Mahmud, saksi Didi Setiawan 
bin Suyud Wibowo, saksi Imron Mursidi bin Tarmidi, dan saksi Eko Setyawan bin 
  
53 
Sutarno. Terdakwa juga menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) atas 
nama Carsiwan. 
Terdakwa juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya bahwa 
terdakwa telah menggunakan identitas palsu untuk mengajukan pinjaman berupa 
sejumlah uang untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk 
Daehatsu Xenia, tahun 2011, warna hitam metalik, No. Pol. E-1097-YG, dan 
pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Kijang 
Inova G, tahun 2010, warna Silver metalik, No. Pol. B-185-REN. Identitas palsu 
yang terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang pada PT. 
Sinar Mas Multi Finance Cab. Tegal adalah dokumen yang antara lain: Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suedi dengan NIK: 3329161912880010, Kartu 
Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Suedi dengan nomor 
3329162509170020, dan Akta Nikah atas nama Suedi nomor 1522 04/XI/ 2013.  
Terdakwa mengakui bahwa untuk KTP dan KK palsu atas nama Suedi 
digunakan untuk pengajuan pinjaman masih disimpan terdakwa, sedangkan Akta 
Nikah palsu atas nama Suedi masih dibawa oleh Sdr. Dudung, namun terdakwa 
tidak tahu keberadaan Sdr. Dudung. Terdakwa juga membenarkan barang bukti 
yang diajukan di persidangan yang telah disita menurut prosedur yang benar dan 
telah dibenarkan oleh saksi-saksidan terdakwa, sehingga oleh karena itu akan turut 
dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri 
terdakwa.  
Berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah senantiasa memperhatikan 
ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menuntun hakim untuk sungguh-
sungguh memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu 
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dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan 
apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang 
tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang 
pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
Substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa 
dan barang bukti serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ternyata 
terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara satu 
dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta hukum 
bahwa benar dari data yang adapada Arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Disdukcapil) Kab. Brebes ternyata Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Suedi 
dengan NIK: 3329161912880010 tidak terdaftar dan demikian juga dengan data 
yang ada Kartu Keluarga nomor: 3329162509170020 tercatat bukan atas nama 
Kepala Keluarga Suedi, akan tetapi atas nama kepala keluarga Saedi yang 
beralamat di Ds. Buara, Rt. 005/Rw. 006, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes. 
Penerapan hukum terhadap tindak pidana, hakim harus berdasarkan pada 
dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 
terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. 
Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim 
adalah untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung 
jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya 
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serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum 
untuk pidana yang dilakukannya. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan 
ketentuan yang sama dipertegas kembali pada isi Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menggariskan bahwa Tidak 
seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa 
seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan 
yang didakwakan atas dirinya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, 
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan kepadanya. 
Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat 
diketahui bahwa kasus tindak pidana pemalsuan surat dilakukan dengan sengaja 
menggunakan akta autenthik/surat yang dipalsulkan itu seolah olah isinya cocok 
dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP dalam surat 
dakwaan Alternatif Pertama. Terdakwa menggunakan identitas Palsu berupa Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUEDI dengan NIK.: 3329161912880010, 
Kartu Keluarga (KK) atas nama SUEDI dengan Nomor: 3329162509170020 dan 
Akta Nikah atas nama SUEDI dengan Nomor: 1522-04/XI/2013 yang dibuatkan 
oleh Sdr. Dudung (DPO) untuk mengajukan pinjaman untuk pembiayaan 
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pelunasan membelian 1 (satu) Unit mobil merk Daehatsu Xenia No. Pol. E-1097-
YG. Di PT Sinar Mas Multi Finance Cabang Tegal. 
Orang yang dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, 
seolah-olah surat itu asli dan tidak dapat dipalsukan, kalau pemakaian surat itu 
dapat mendatangkan kerugian diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) 
KUHP. Pembuktian dakwaan tersebut, penuntut umum mengajukan alat bukti 
berupa: keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang bukti. 
Berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan 
terdakwa dan barang bukti serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan 
ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara 
satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta 
hukum bahwa benar terdakwa dengan menggunakan surat palsu untuk mengajukan 
pinjaman uang kepada PT. Sinar Mas Multi Finance Cab.Tegal. 
Jadi penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan akta autenthik 
atau surat yang dipalsukan pada putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl berdasarkan 
Pasal 266 ayat (2) KUHP, yaitu telah melakukan tindak pidana dengan sengaja 
memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran yang 
menimbulkan kerugian. Penerapan pasal tersebut tetap dengan memperhatikan 
Pasal 185 ayat (6) KUHP, dalam menilai kebenaran ketarangan saksi, maka hakim 
harus dengan bersungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan 
saksi satu dengan saksi yang lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat 
bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan 
dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat mempengaruhi 
apakah keterangan itu dipercaya atau tidak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 
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KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya.  
 
B. Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Menjatuhkan Putusan pada Kasus 
Putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl 
Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses 
peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri, ada tidaknya kebenaran itu 
ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Di dalam hubungan tersebut jelaslah apa 
yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian kebenaran dan keadilan 
antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakin dalam persidangan, 
sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya.  
Hakim dalam hal ini meskipun harus dapat menganalisis secara tajam atas 
setiap permasalahan yang dihadapinya agar dapat memecahkan atau 
menyelesaikan persoalan secara rasional, sehingga dapat menyelesaikan masalah 
dengan sebaik-baiknya. Hakim inilah yang akhirnya menentukan putusan terhadap 
suatu perkara atas dasar hukum dan keadilan sesuai dengan nuraninya. 
Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja 
dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya 
pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan 
memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. 
Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim 
adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang 
diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.  
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Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d 
KUHP yang berbunyi: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang 
menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”. Hal ini dijelaskan pula 
dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah 
rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan tim intern departemen kehakiman, 
dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim 
wajib mempertimbangkan hal-hal berikut: 
1. Kesalahan pembuat tindak pidana; 
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;  
3. Cara melakukan tindak pidana;  
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;  
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;  
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;  
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;  
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;  
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan;  
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.46  
                                                  
46 Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 91.  
  
59 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya 
pidana terhadap terdakwa adalah diantaranya pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan non yuridis. 
1. Pertimbangan yang bersifat yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh 
undang undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya: 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
b. Keterangan Terdakwa dan saksi 
c. Barang-barang Bukti 
d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.47 
Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi 
dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ dictum 
putusan hakim. Faktafakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari 
lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana 
itu d ilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung 
atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang 
digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya atau tidak.  
                                                  
47 Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006, hlm. 124.  
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Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus 
menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus 
yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut dalam praktek putusan hakim, 
selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan atau 
memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memberatkan dan 
meringankan pidana terhadap terdakwa, KUHP hanya mengatur tiga hal yang 
dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan 
(Pasal 52 KUHP), residive atau recidivis atau pengulangan (titel 6 buku I 
KUHP), dan gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan 66 KUHP), dan faktor-
faktor yang dapat meringankan pidana adalah terdakwa belum pernah 
dihukum, tidak berbelit -belit dalam memberikan informasi, baru melakukan 
tindak pidana dan sikap hormat terhadap pengadilan.  
2. Pertimbangan yang bersifat Nonyuridis 
Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 
menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis 
(sosiologis). Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan 
ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Fiat 
Justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus 
ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi 
masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak 
tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan 
hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada. 
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Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara , yaitu : 
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di 
masyarakat. 
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.48 
Keseluruhan dari pertimbangan tersebut, baik pertimbangan yuridis 
maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam 
berbagai peraturan hukum acara KUHAP sekalipun menyebutkan adanya 
pertimbangan, namun penyebutannya hanya garis besarnya saja. Seperti 
disebutkan pada Pasal 197 (1) sub d bahwa putusan pemidanaan memuat: 
pertimbangan yang d isusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta 
alat pembuktian yang diperoleh dari pemerikasaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan kesalahan terdakwa. Meskipun hanya disebutkan demikian, apa yang 
dimaksudkan fakta dan keadaan dalam Pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja 
berupa fakta yuridis maupun faka nonyuridis, sehingga menjadi pertimbangan 
yuridis dan pertimbangan nonyuridis. 
                                                  
48 https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/pertimbangan-hakim/ diakses 20 
September 2019.  
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Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus 
No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
non yuridis. Pertimbangan yudiris hakim antara lain dengan mempertimbankan:  
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,  
Atas dakwaan alternatif penutut umum, terdakwa didampingi penasehat 
hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, yaitu: 
Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 266 ayat (2) KUHP, dengan sengaja menggunakan akta autentik/surat 
yang dipalsukan itu seolah olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika 
pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu 
hal yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk 
memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah 
keterangannya sesuai dengan sebenarnya, jika pemakaian itu dapat 
menimbulkan kerugian. 
b. Keterangan Terdakwa dan saksi 
Dipersidangan didengarkan keterangan saksi, antara lain saksi Rohani 
bin Sobri, saksi Hadi Pebruwarno bin Amat Sopan, saksi Hilda Risky 
Kumalasari binti Sutikno, saksi Asadul Umam bin Mahmud, saksi Didi 
Setiawan bin Suyud Wibowo, saksi Imron Mursidi bin Tarmidi, dan saksi Eko 
Setyawan bin Sutarno. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa 
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membenarkan dan menghadirkan saksi yang meringankan (A de Charge) atas 
nama Carsiwan. 
Terdakwa juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya bahwa 
terdakwa telah menggunakan identitas palsu untuk mengajukan pinjaman 
berupa sejumlah uang untuk pembayaran pelunasan pembelian 1 (satu) unit 
mobil Merk Daehatsu Xenia, tahun 2011 dan pembayaran pelunasan 
pembelian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota, type Kijang Inova G, tahun 2010. 
Identitas palsu yang terdakwa gunakan untuk mengajukan pinjaman sejumlah 
uang pada PT. Sinar Mas Multi Finance Cab. Tegal adalah dokumen yang 
antara lain: KTP atas nama Suedi dengan NIK: 3329161912880010, Kartu 
Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suedi dengan nomor 3329162509 
170020, dan Akta Nikah atas nama Suedi nomor 1522 04/XI/ 2013.  
Terdakwa mengakui bahwa untuk KTP dan KK palsu atas nama Suedi 
digunakan untuk pengajuan pinjaman masih disimpan terdakwa, sedangkan 
Akta Nikah palsu atas nama Suedi masih dibawa oleh Sdr. Dudung, namun 
terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Dudung. Terdakwa juga membenarkan 
barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah disita menurut prosedur 
yang benar dan telah dibenarkan oleh saksi-saksidan terdakwa, sehingga oleh 
karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang 
didakwakan atas diri terdakwa. 
c. Barang-barang Bukti 
Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut 
umum berupa: Pertama, 1(satu) unit mobil Merk Toyota, type Kijang Inova G, 
tahun 2010, warna Silver metalik, nomor polisi B-185-REN, nomor rangka 
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MHFXW42G6A2170419, nomor mesin 1TR6985568 beserta STNK nya, 1 
(satu) bendel Dokumen Perjanjian Kontrak yang ditanda tangani oleg debitur 
atas nama SUEDI yang terdiri dari Pembiayaan Multiguna Dan Pembiayaan 
Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) nomor 117000219977 tanggal 27 
Oktober 2017, Surat Kuasa Tarik Jual tertanggal 27 Oktober 2017, Berita 
Acara Serah Terima Kendaraan tertanggal 27 Oktober 2017, Surat Pernyataan 
Bersama tertanggal 27 Oktober 2017, Surat Kuasa Notaris tertanggal 27 
Oktober 2017, 1 (satu) bendel Dokumen Perjanjian Kontrak yang ditanda 
tangani oleh debitur atas nama SUEDI yang terdiri dari Pembiayaan Multiguna 
dan Pembiayaan Jaminan Secara Kepercayaan (Fiducia) nomor 118000083870 
tanggal 20 April 2018, Surat Kuasa Tarik Jual tertanggal 20 April 2018, 
Berita- Acara Serah Terima Kendaraan tertanggal 20 April 2018, Surat 
Pernyataan Bersama tertanggal 20 April 2018, Surat Kuasa Notaris tertanggal 
20 April 2018. , 1 (satu) buah BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan 
Bermotor) kendaraan bermotor roda empat Merk Daehatsu Xenia, type 
F601RV-GMDFJJ, tahun 2011, warna hitam metalik, nomor polisi E-1097-
YG, nomor rangka MHKV1BA2JBK118646, nomor mesin DJ53701 dengan 
nomor BPKB I-04099533. 
Kedua, 1 (satu) bendel foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama 
SUEDI, nomor 1522-04/XI/2013, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga 
Tegal, 07 Maret 1982ga nomor 3329162509170020 atas nama Kepala 
Keluarga SUEDI alamat Ds. Buara, Rt. 005/Rw. 006, Kec. Ketanggungan, 
Kab. Brebes, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama 
SUEDI, NIK: 3329161912880010, Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Tegal 
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Nomor 3329162509170020 atas nama Kepala Keluarga SUEDI alamat Ds. 
Buara, Rt. 005/Rw. 006, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes.dan Asli 1 (satu) 
lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama SUEDI, NIK 3329161912880010. 
Barang bukti tersebut menurut prosedur yang benar dan telah dibenarkan oleh 
saksi-saksi dan terdakwa, sehingga oleh karena itu akan turu dipertimbangkan 
dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa. 
d. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal Pasal 185 ayat (6) 
KUHAP, ketentuan Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 
Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Dalam menilai keterangan 
saksi-saksi adalah senantiasa memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) 
KUHAP yang menuntun hakim untuk sungguh-sungguh memperhatikan: 
bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, 
persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin 
dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan 
bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 
umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 
melakukannya, dan ketentuan yang sama dipertegas kembali pada isi Pasal 6 
ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang 
menggariskan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
  
66 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, 
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
Berdasarkan substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan 
keterangan terdakwa dan barang bukti serta bukti-bukti surat yang diajukan di 
persidangan ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling 
menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu 
didapatkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan 
dakwaan alternatip Pertama pasal 266 ayat (2) KUHP.  
Selain pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan yang 
bersifat non yuridis, antara lain:  
a. Sifat baik dan buruk dari terdakwa  
Pembelaan penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa 
hukuman 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan cukup berat dan terlalu lama 
dijalani oleh Terdakwa, dan selanjutnya memohon kepada Majelis hakim 
untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan atau dibebaskan 
dari hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung 
keluarga, bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatan yang 
dilakukannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi perbuatan 
yang melawan hukum dikemudian hari. Majelis hakim menganggap hal-hal 
yang disampaikan oleh Penasehat hukum terdakwa belum cukup beralasan 
untuk dikabulkan sepanjang terkait dengan alasan atau permohonan 
pembebasan terdakwa dari hukuman. 
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Terdakwa mengemukakan bahwa terdakwa sudah mengabdi selama 9 
(Sembilan) tahun ditempat dimana terakwa bekerja dan karena perkara ini 
pekerjaannya sudah harus ditinggalkan selamanya dan yang selama ini sangat 
berarti untuk menafkahi keluarga, dan oleh karena itu memohon kepada 
majelis hakim untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan dan tuntutan. 
Selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik 
sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena itu 
Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatan yang 
terbukti dilakukannya. 
b. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban  
Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus 
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam 
dakwaan pertama penuntut umum. Terdakwa berada dalam tahanan maka 
masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya 
pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa. 
c. Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa 
Penjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan 
yang memberatkan (aggrevated cicumtance) dan keadaan yang meringankan 
(mitigated circumstance). Keadaan yang memberatkan, antara lain: perbuatan 
terdakwa telah merugikan pihak korban dan tidak berterus terang. Keadaan 
yang meringankan, antara lain: terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatan 
dan belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan anak dan istri. 
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Pertimbangan hakim berhubungan erat dengan pembuktian tindak pidana 
itu sendiri. Hukum Acara Pidana mengenal adanya empat teori sistem pembuktian 
untuk dijadikan bahan pertimbangan hakin, yaitu: 
a. Sistem Keyakinan (Confiction Intem). Ajaran ini disandarkan semata-mata atas 
keyakinan belaka, dan tidak terikat kepada aturan-aturan, hingga kenyakinan 
menurut aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah 
terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. 
b. Sistem Positif (Positief Wetelijik). Ajaran ini disandarkan semata-mata kepada 
alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah 
terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 
tanpa adanya keyakinan hakim. 
c. Sistem Negatif (Negatief Wetelijik). Hakim dibatasi mempergunakan alat-alat 
bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang, namun itu saja belum 
cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan 
tetapi masih dibutuhkan adanya kenyakinan hakim. Dengan demikian antara 
alat-alat bukti dengan kenyakinan diharuskan adanya hubungan kausal (sebab 
akibat). 
4. Conviction Raisonee. Ajaran ini didasarkan semata-mata atas kenyakinan atas 
dasar pertimbangan akal dan hakim tidak terikat kepada alat bukti yang 
ditetapkan undang-undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan 
alat-alat bukti lain yang diluar ketentuan perundang-undangan.49 
                                                  
49 Prodjohamidjojo, Martiman, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 1983, hlm. 16-17. 
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Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus 
nomor 1/Pid.B/2019/PN.Tgl sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam kasus ini menganut 
system Negatif Wettelijik yaitu hakim tidak saja menyandarkan putusannya hanya 
pada alat-alat bukti namun juga dibutuhkan keyakinan hakim bahwa perbuatan 
pidana yang didakwakan memang benar telah terjadi. Dengan demikian antara 







A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana menggunakan akta autenthik atau 
surat yang dipalsukan pada putusan No. 1/Pid.B/2019/PN.Tgl didasarkan pada 
ketentuan Pasal 266 ayat (2) KUHP, yaitu telah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan 
kebenaran yang menimbulkan kerugian. Penerapan pasal tersebut tetap dengan 
memperhatikan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Pasal 183 KUHAP, dan Pasal 6 ayat 
2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang 
menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 
pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang. 
2. Pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus No. 
1/Pid.B/2019/PN.Tgl menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan 
non yuridis. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan hakim dalam kasus ini 
menganut system Negatif Wettelijik yaitu hakim tidak saja menyandarkan 
putusannya hanya pada alat-alat bukti namun juga dibutuhkan keyakinan 
hakim bahwa perbuatan pidana yang didakwakan memang benar telah terjadi. 
Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan kenyakinan diharuskan adanya 
hubungan kausal (sebab akibat). 
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B. Saran  
1. Bagi Pemerintah diharapkan dapat lebih menggalakkan sosialisasi tindak 
pidana pemalsuan surat atau akta autentik, sehingga dapat meningkatkan 
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan surat, 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya penyalahgunaan dan 
pembuatan surat-surat atau dokumen paslu yang dapat merugikan orang lain. 
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum 
masyarakat tentang pemalsuan surat atau akta autentik, sehingga dapat 
mengurangi konflik-konflik yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan 
pemalsuan surat atau akta autentik. 
3. Bagi Hakim disarankan dalam memeriksa perkara tindak pidana, 
memperhatikan dan mempertimbangkan alat-alat bukti, karena hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa 
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan 
perbuatan itu (Pasal 183 KUHP). Selain itu pertimbangan agar dapat 
dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa pertimbangan tindak pidana yang 
dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-
undang.  
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